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 Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh Persamaan Hak Didalam 
Pemerintahan dilatar belakangi oleh adanya Diskriminasi dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mana mensyaratkan para calon ASN harus sehat 
jasmani dan rohani. Tentu kita ketahui bahwa terdapat manusia yang kurang sempurna atau disebut dengan 
Penyandang Disabilitas. Maka dari itu dengan adanya peraturan ini maka para Penyandang Disabilitas 
merasakan adanya diskriminasi karena mereka tidak akan bisa memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani 
walaupun pada faktanya mereka memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama (Pasal 28I ayat (2) UUDN 
RI Tahun 1945) dengan manusia normal, hanya mereka memiliki kebutuhan yang berbeda saja. Upaya Untuk 
Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas, sebagai berikut : Menjamin serta 
melaksanakan pentingnya pendidikan politik (civic education) bagi penyandang disabilitas pada lembaga 
pendidikan formal, Melakukan perubahan isi pasal dalam Undang-Undang No 5 tahun 2014 Tentang Aparatur 
Sipil Negara, Pemerintah segera membentuk 15 Peraturan Pelaksana sebagai amanat isi dari Ketentuan 
Penutup Pasal 152 Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Memberikan jumlah 
kuota 10% kepada para penyandang disabilitas untuk bisa duduk pada kursi pemerintahan, sebagai bentuk 
tindakan affirmative action atau diskriminasi positif, Menselarasakan segala macam bentuk peraturan 
perundang-undangan mulai dari atas sampai bawah untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi, Merubah 
stigma penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas atau difabel (different ability), Merubah konsep 
charity based menjadi konsep rights based. 
Kata Kunci: Disabilitas, Pemerintahan 
Abstract 
Legal Protection for Persons with Disabilities to Obtain Rights Equations in Government, the existence 
of Discrimination in Article 65 paragraph (1) letter b of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil 
Apparatus which requires prospective ASN to be physically and mentally healthy. Of course we know that 
there are humans who are less than perfect or called Disabled Persons. Therefore, with this regulation, people 
with disabilities feel discrimination because they will not be able to meet the requirements of physical and 
spiritual health even though in fact they have the same abilities and opportunities (Article 28I paragraph (2) 
of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) with normal human beings , only they have different 
needs. Efforts to Improve Legal Protection for Persons with Disabilities, as follows: Ensure and implement 
the importance of political education (civic education) for persons with disabilities in formal education 
institutions, Make changes to the contents of article No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, the 
Government immediately forms 15 Implementing Regulations as mandated by the contents of the Final 
Provisions Article 152 of Law No. 8 of 2016 concerning Disabled Persons, Providing a 10% quota to persons 
with disabilities to be able to sit in government seats, as a form of affirmative action or positive discrimination. 
the form of legislation starting from top to bottom for synchronization and harmonization, changing the stigma 
of people with disabilities into persons with disabilities or disabilities (different abilities), changing the concept 
of charity based on the concept of rights based. 
Keywords: Disability, Goverment
PENDAHULUAN 
Negara yang bermartabat adalah Negara 
yang menghormati, menghargai, memenuhi dan 
memberikan perlindungan bagi setiap warga 
negaranya tanpa kecuali. Isu tentang 
penyandang disabilitas atau orang-orang yang 
memiliki perbedaan kemampuan seringkali 
dikenal dengan istilah difable (different ability 
people) atau sekarang dikenal sebagai disabilitas 
adalah masalah yang paling jarang mendapatkan 
perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. 
Negara Republik Indonesia adalah Negara yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat 
dan martabat manusia sehingga perlindungan 
dan pemajuan hak asasi manusia terhadap 
kelompok rentan khususnya penyandang 




dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan 
Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Di Indonesia, terminologi lain yang 
digunakan untuk menyebut difable ini antara 
lain adalah penyandang cacat, orang 
berkelainan, atau orang tidak normal. Istilah 
tersebut sebenarnya tidak bebas nilai, artinya ada 
konsepsi nilai tertentu yang telah dipaksakan 
oleh sekelompok masyarakat tertentu yang 
melabelkan dan mendominasi kelompok 
masyarakat lain. Peristilahan ini berpengaruh 
secara langsung terhadap perlakuan masyarakat 
maupun pemerintah terhadap keberadaan difable 
secara menyeluruh. Namun demikian, konsepsi 
tersebut bisa pula berbeda dan berubah secara 
historis sesuai perkembangan yang terjadi dalam 
masyarakat maupun Negara.1 
Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) yaitu 
konvensi tentang Hak-Hak Difabel/Penyandang 
Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara 
Republik Indonesia dalam Undang-Undang 
Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD 
merupakan instrument HAM internasional dan 
nasional dalam upaya Penghormatan, 
Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di 
Indonesia (Development Tools and Human 
Rights Instrument). Tujuan konvensi ini adalah 
untuk memajukan, melindungi, dan menjamin 
kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar 
bagi semua penyandang disabilitas, serta 
penghormatan terhadap martabat penyandang 
disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan 
(inherent dignity).2 
Ketika berbicara masalah keadilan tentunya 
juga akan bicara masalah kebenaran. Sudah 
semestinya ketika memang birokrasi 
pemerintahan akan memperjuangkan hak-hak 
serta nasib penyandang disabilitas maka 
tentunya mereka semua harus ikut andil juga 
untuk memperjuangkannya guna pemerintahan 
                                                 
1 Risnawati Utami, 2012, Makalah Untuk 
Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum 
Dan HAM di Balikpapan, Konvensi Tentang Hak-Hak 
Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan 
mengerti seta mengetahui kebutuhan-kebutuhan 
apa saja yang mereka perlukan. Jangan sampai 
birokrasi pemerintahan memperjuangkan hak-
hak serta nasib penyandang disabilitas akan 
tetapi tidak tepat sasaran ataupun salah. Ketika 
birokrasi pemerintahan membuat regulasi yang 
aplikatif dari penyandang disabilitas maka 
mereka juga seharusnya diikutsertakan untuk 
membuatnya. Hal ini yang sangat peneliti 
takutkan apabila para penyandang disabilitas 
tidak diikutsertakan untuk membuat regulasi 
yang aplikatif maka permainan politik akan 
sangat berkuasa. Para birokrasi pemerintahan 
tidak membuat regulasi yang aplikatif akan 
tetapi hanya ada dalam konsep saja. Sudah 
semestinya apabila penyandang disabilitas harus 
ikut serta di dalam memperjuangkan hak-hak 
serta nasibnya. Apabila memang diharuskan 
penyandang disabilitas menjadi ataupun masuk 
dan ikut andil dalam dunia pemerintahan apa 
salahnya mereka menjadi birokrasi 
pemerintahan. Mereka semua juga warga negara 
Indonesia yang mempunyai hak sama seperti 
kita. Tentunya ketika mereka memasuki dunia 
birokrasi pemerintahan untuk tidak dijadikan 
sebagai bahan pelengkap saja akan tetapi 
dijadikan kebutuhan yang memang seharusnya 
ada dan bisa mendukung demi terciptanya 
Indonesia yang inklusif. 
Salah satu bentuk diskriminasi pada 
penyandang disabilitas terkait partisipasi dalam 
kehidupan politik dan publik adalah adanya 
diskriminasi pada saat pelaksanaan pemilihan 
umum di tahun 2014. Berdasarkan data dari 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pemilu 
dan Pilkada 2014 lalu, tidak kurang dari 11 juta 
penyandang disabilitas absen dalam pemilihan 
umum dan pemilihan kepala daerah di 
Indonesia. Meskipun hak politik kelompok 
disabilitas telah tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Ratifikasi 
United Nations Convention on The Rights of 
Persons with Disabilities, jutaan penyandang 
Publik Di Indonesia, Kerjasama PUSHAM UII dengan 
Norwegian Centere for Human Rights. 
2 Penjelasan Undang-Undang Negara Republik 





disabilitas tidak terakomodasi ketika Pemilihan 
Umum berlangsung. Hal ini dikarenakan 
terhambatnya akses Pemerintah dalam 
pengimplementasian peraturan tersebut. Disisi 
lain para penyandang disabilitas belum sadar 
akan hak politiknya dan masih malu untuk 
terlibat dalam pemilu. 
Selain data dari Komisi Pemilihan Umum 
tersebut diatas, lembaga negara yaitu Komnas 
HAM juga menemukan bentuk diskriminasi 
dalam penyelenggaraan Pemilu 2018 di berbagai 
daerah. Komnas HAM menurunkan tim pantau 
hampir di semua provinsi dan menemukan 
begitu banyak tindakan diskriminasi, antara lain 
instrumennya tidak lengkap, bilik suara tidak 
ramah dengan penyandang disabilitas (tidak 
aksessibel), sosialisasi tidak sampai detail ke 
teman-teman kelompok rentan tersebut. Berikut 
ini adalah data mengenai jumlah perkembangan 
penyandang disabilitas dari tahun 2003 sampai 
2012 berdasarkan data sensus penduduk yang 
dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS). 
Apabila dilihat dari tahun ke tahun jumlah 
penyandang disabilitas di Indonesia terus 
meningkat. 
Harapan para penyandang disabilitas untuk 
mempunyai kekuatan dasar hukum didalam 
memperoleh hak-haknya di tahun 2016 telah 
terobati dengan dikeluarkannya Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2016 tepat pada tanggal 
15 April 2016. Pada pasal 13 berbunyi :3 
Hak politik untuk Penyandang Disabilitas 
meliputi hak:  
a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;  
b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis 
maupun lisan; 
c.  memilih partai politik dan/atau individu 
yang menjadi peserta dalam pemilihan 
umum;  
d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau 
pengurus organisasi masyarakat dan/atau 
partai politik; 
e. membentuk dan bergabung dalam 
organisasi Penyandang Disabilitas dan 
untuk mewakili Penyandang Disabilitas 
                                                 
3 Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 
Tentang Penyandang Disabilitas.  
pada tingkat lokal, nasional, dan 
internasional; 
f. berperan serta secara aktif dalam sistem 
pemilihan umum pada semua tahap 
dan/atau bagian penyelenggaraannya; 
g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan 
prasarana penyelenggaraan pemilihan 
umum, pemilihan gubernur, 
bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa 
atau nama lain; dan 
h. memperoleh pendidikan politik. 
Salah satu isi dari pasal tersebut adalah 
memilih dan dipilih dalam jabatan publik. 
Dimana perlu kita ketahui bersama jabatan 
publik merupakan jabatan yang diperebutkan 
dengan menggunakan kendaraan politik atau 
independen. Jabatan publik merupakan jabatan 
seorang kepala daerah atau jabatan lelang 
menteri, dimana jabatan tersebut merupakan 
jabatan yang hanya diperuntukan sesaat bukan 
jabatan dengan posisi pembelajaran serta 
pengabdian dengan jangka waktu yang lama. 
Apabila para penyandnag disabilitas hanya 
diperkenankan untuk duduk pada posisi jabatan 
publik maka sangat sulit bagi mereka untuk 
memperolehnya tanpa adanya affirmative action 
bagi mereka. Hal ini dikarenakan jabatan publik 
tentunya dipilih oleh masyarakat publik, dan 
masyarakat pasti memilih sosok yang sempurna. 
Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2016 belum menyebutkan pula hak bagi 
penyandang disabilitas untuk bisa ikut serta 
berperan didalam birokrasi pemerintahan. 
Bahkan hal ini terdapat konflik norma (conflict 
norm) antara Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur 
Sipil Negara yang menyebutkan bahwasannya : 
(1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS 
harus memenuhi persyaratan : 
a. Lulus pendidikan dan pelatihan; dan 
b. Sehat jasmani dan rohani. 
Isi dari pasal tersebut dinilai sangat bersifat 
diskriminatif terhadap penyandang disabilitas 




subyek yang tidak sehat secara jasmani dan 
rohani. Artinya didalam peraturan perundnag-
undangan tersebut menyebutkan bahwa salah 
satu syarat seseorang bisa menjadi PNS yang 
sekarang diganti dengan ASN adalah sehat 
secara jasmani dan rohani. Hal ini sangat 
bertentangan dengan isi dari Konvensi 
Internasional CRPD, Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD, dan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas. Dimana didalam isi 
peraturan perundang-undangan tersebut 
mengisyaratkan bahwa penyandnag disabilitas 
sebagai orang yang sakit sehingga sampai 
kapanpun penyandang disabilitas tidak akan 
pernah bisa menjadi seorang ASN dan tidak 
akan pernah mendapatkan persamaan hak 
(equality to rights) untuk bisa duduk pada kursi 
birokrasi pemerintahan guna memperjuangkan 
nasib dan hak-haknya, dan sampai kapanpun  
juga Indonesia yang inklusif juga tidak akan 
pernah terwujudkan. Sehingga dari konflik 
norma (conflict norm) atau pertentangan norma 
diatas peneliti berkeinginan untuk mengkaji 
sekaligus meneliti serta menuliskan kedalam 
sebuah tugas akhir berupa tesis dengan judul 
“Perlindungan Hukum Bagi Penyandang 
Disabilitas Untuk Memperoleh Persamaan 
Hak Didalam Pemerintahan.” 
 
RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan fakta hukum yang ada, maka 
timbul permasalahan yakni: 
1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum 
bagi penyandang disabilitas untuk 
memperoleh persamaan hak didalam 
pemerintahan? 
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan perlindungan hukum bagi 
penyandang disabilitas untuk memperoleh 
persamaan hak didalam pemerintahan? 
 
PEMBAHASAN 
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi 
Penyandang Disabilitas Untuk 
Memperoleh Persamaan Hak Didalam 
Pemerintahan 
1. Perlindungan Hukum Preventif Bagi 
Penyandang Disabilitas Untuk 
Memperoleh Persamaan Hak Didalam 
Pemerintahan 
Meskipun negara secara Lex Generalis 
maupun Lex Specialis telah menjamin dan 
mengakui hak dan kedudukan serta 
perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi 
penyandang disabilitas dalam hukum positif-
nya, namun dalam praktek dan 
perkembangannya, pemenuhan hak, kedudukan, 
dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif 
tersebut tidak sepenuhnya dapat terlaksana. 
Banyak faktor yuridis yang pada kenyataannya 
justru menghambat pemenuhan hak, kedudukan, 
dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif. 
Sehingga diperlukan langkah-langkah strategis 
dan teknis didalam menjamin perlindungan 
hukum bagi penyandnag disabilitas demi 
memperoleh persamaan hak didalam 
pemerintahan guna mewujudkan Indonesia yang 
inklusif. Menurut hemat peneliti seharusnya 
pemerintah memberikan program-program 
kepada para penayandnag disabilitas guna 
mewujudkan cita-cita tersebut diatas, hal ini 
bertujuan untuk mendongkrak dan sebagai 
Rencana Aksi Nasional (RAN) dalam 
memberantas segala macam tindakan 
diskriminasi terhadap para penyandang 
disabilitas. Program-program Rencana Aksi 
Nasional (RAN) berdasarkan hasil penelitian 
serta konsep yang ditawarkan penulis adalah 
sebagai berikut : 
1) Rehabilitasi Sosial Berbasis Non-
Institusi 
a) Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) 
Unit Pelayanan Sosial Keliling adalah 
sarana pelayanan bergerak yang 
kegiatannya diarahkan untuk menjangkau 
lokasi penyandang disabilitas atau 
Penyandang Masalah KesejahteraanSosial 
(PMKS)  lain sampai ke tingkat desa agar 
dapat memperoleh pelayanan kesejahteraan 
sosial sedini mungkin, sehingga 
permasalahan dapat diatasi secara cepat. 
b) LBK (Loka Bina Karya) 
Ditujukan agar penyandang disabilitas 




rehabilitasi sosial, dengan menitikberatkan 
pada bimbingan keterampilan.  Penerima 
manfaat dari LBK ini adalah  penyandang 
disabilitas ringan. 
2) Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi 
Merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
berupa panti dan Balai Besar yang 
merupakan pusat/lembaga pelayanan dan 
rehabilitasi  yang melayani penyandang 
disabilitas netra, rungu wicara, tubuh dan 
eks penyakit kronis, mental retardasi, 
mental eks psikotik. 
3) Rehabilitasi Berbasis 
Keluarga/Masyarakat (RBM) 
Ditujukan untuk memobilisasi masyarakat 
dalam memberikan bantuan dan dukungan 
bagi penyandang disabilitas dan 
keluarganya dengan memanfaatkan potensi 
sumber kesejahteraan sosial setempat. 
Program RBM digerakan oleh kader dari 
masyarakat dalam suatu tim yang 
anggotanya terdiri dari berbagai unsur 
terkait dan tokok masyarakat serta keluarga 
dan kelompok penyandang disabilitas. 
Kegiatan utamanya melakukan deteksi dini 
terhadap kondisi disabilitas dan 
pelaksanaan rujukan pada sumber potensial 
sesuai kebutuhan penyandang disabilitas. 
Idealnya dengan adanya UPSK di suatu 
lokasi maka perlu adanya RBM. 
4) Bantuan Sosial Bagi Organisasi Sosial 
Yang Bergerak Di Bidang Disabilitas 
Ditujukan untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat dan memperluas jangkauan 
pelayanan dan rehabilitasi sosial 
penyandang disabilitas. Bantuan terutama 
untuk kegiatan operasional organisasi yang 
bersangkutan. 
5) Bantuan Tanggap Darurat 
Bantuan Tanggap Darurat ditujukan untuk 
penyandang disabilitas yang mengalami 
keterlantaran, diskriminasi, eksploitasi, 
tindak kekerasan korban bencana, maupun 
orang yang mengalami disabilitas sebagai 
akibat dari bencana. 
6) Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas 
Berat 
Merupakan program pemeliharaan taraf 
kesejahteraan sosial yang  mempertahankan 
hidup penyandang disabilitas  berat. Estimasi 
jumlah penyandang disabilitas berat adalah 
163.232 orang. 
2. Perlindungan Hukum Represif Bagi 
Penyandang Disabilitas Untuk 
Memperoleh Persamaan Hak Didalam 
Pemerintahan 
Kewajiban Negara untuk melindungi (the 
obligation to protect) adalah kewajiban untuk 
tidak hanya terfokus pada upaya perlindungan 
dari pelanggaraan yang dilakukan negara, 
namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan 
yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-
negara) yang akan mengganggu perlindungan 
hak penyandang disabilitas. Termasuk dalam hal 
ini adalah perlindungan yang dilakukan oleh 
negara untuk menghindarkan penyandang 
disabilitas dari ancaman kesia-siaan, pelantaran 
atau eksploitasi dan lain-lain. Sedangkan 
kewajiban untuk memenuhi (the obligation to 
fulfill) adalah kewajiban negara untuk 
mengambil langkah-langkah legislatif, 
administratif, yudisial dan praktis, yang perlu 
dilakukan untuk memenuhi hak penyandang 
disabilitas yang dijamin oleh konstitusi maupun 
peraturan perundang-undangan, dalam hal ini 
negara wajib menyediakan berbagai fasilitas 
fisik dan non fisik khususnya jaminan 
pemeliharaan dan kesejahteraan secara 
permanen kepada penyandang disabilitas dari 
kalangan kategori berat.  
UUDN RI Tahun 1945 memasukan 
serangkaian ketentuan yang menjamin HAM. 
Ketentuan tersebut secara tegas mengatur 
kewajiban Negara atas HAM. Pasal 28 I ayat (4) 
UUDN RI Tahun 1945 menyebutkan bahwa 
perlindungan, pemajuan, penegakan dan 
pemenuhan HAM adalah tanggungjawab 
Negara, terutama pemerintah. Lebih lanjut 
dinyatakan bahwa “untuk menegakkan dan 
melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara 
hukum yang demokratis, maka pelaksanaan 
HAM dijamin, diatur dan dituangkan dalam 
peraturan perundang-undangan.  
Adapun kewajiban penyelenggara negara 




protect and to fulfil adalah HAM dalam bidang 
sosial ekonomi budaya (ekosob) maupun sipil 
dan politik (sipol). Hal ini penting karena kedua 
bidang HAM tersebut merupakan materi HAM 
yang tertuang dalam dua instrumen internasional 
HAM yaitu kovenan internasional tentang hak 
ekonomi, sosial, budaya, dan kovenan 
internasional tentang hak sipil dan politik yang 
disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 
1966. Namun pemerintah RI baru dapat 
meratifikasi kedua instrumen HAM tersebut 
pada tahun 2005 yang kemudian menjadi 
undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2005 yang meratifikasi kovenan 
tentang hak ekonomi sosial budaya. Sedangkan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 
meratifikasi kovenan hak sipil dan politik.  
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 
tentang Pengesahan International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan 
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial 
dan Budaya) yang termuat dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4557, dan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
International Covenant on Civil and Political 
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 
Sipil dan Politik) yang termuat dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4558, memberikan harapan 
adanya keadilan dan kepastian hukum bagi 
masyarakat khususnya penyandang disabilitas 
yang mendambakan penegakan hak-hak 
asasinya. Hak-hak asasi ini bukanlah pemberian 
Negara apalagi Pemerintah. Dia tidak lahir dari 
pengaturan hukum karena HAM adalah hak 
kodrati dari Sang Pencipta kepada semua 
mahluk di muka bumi.  
Dengan adanya kedua undang-undang 
tersebut di atas, maka Indonesia telah 
melengkapi penerimaan atas Undang-undang 
Internasional Hak Asasi Manusia termasuk 
penyandang disabilitas, yang telah dilakukan 
sebelumnya. Penerimaan Indonesia atas 
Undang-undang Internasional Hak Asasi 
Manusia atau dalam dunia internasional dikenal 
dengan nama International Bills of Human 
Right, dilakukan terhadap Universal Declaration 
of Human Rights (Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia). Meskipun deklarasi tersebut 
merupakan instrumen non yuridis, namun semua 
anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (United 
Nations), termasuk Indonesia, wajib mengakui 
dan menerima pokok-pokok pikiran yang 
terkandung dalam deklarasi tersebut. Dalam 
konteks Indonesia, Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia menjadi pertimbangan dalam hal 
reformasi hukum tentang penyandang disabilitas 
di Indonesia. 
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk 
Meningkatkan Perlindungan Hukum 
Bagi Penyandang Disabilitas Untuk 
Memperoleh Persamaan Hak Didalam 
Pemerintahan 
Teori Negara Hukum Pancasila sangat 
cocok untuk dipakai dan diterapkan di 
Indonesia, hal ini dikarenakan sesuai dengan jati 
diri, cikal bakal, sejarah nenek moyang serta 
budaya asli bangsa Indonesia yang meruakan 
adat ketimur-timuran. Seharusnya negara 
Indonesia menganut sistem ini sehingga akan 
lebih bisa menagtur serta mengarahakan arah 
tujuan dan cita negara (staats side) tanpa adanya 
pengaruh budaya dan campur aduk hukum 
peninggalan colonial Belanda. Sehingga konsep 
Teori Negara Hukum Pancasila inilah menurut 
hemat peneliti yang paling cocok digunakan 
sebagai pisau analisis dalam kerangka kajian 
teoritis didalam pembahasan permasalahan ini. 
Berikut adalah upaya-upaya atau langkah-
langkah strategis yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan perlindungan Hukum bagi 
penyandang disabilitas untuk memperoleh 
persamaan hak didalam pemerintahan 
Berikut Upaya Yang Dapat Dilakukan 
Untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum Bagi 
Penyandang Disabilitas Untuk Memperoleh 
Persamaan Hak Didalam Pemerintahan antara 
lain: 
a) Menjamin serta melaksanakan pentingnya 
pendidikan politik (civic education) bagi 





b) Melakukan perubahan isi pasal dalam 
Undang-Undang No 5 tahun 2014 Tentang 
Aparatur Sipil Negara. 
c) Pemerintah segera membentuk 15 
Peraturan Pelaksana sebagai amanat isi dari 
Ketentuan Penutup Pasal 152 Undang-
Undang No 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas. 
d) Memberikan jumlah kuota 10% kepada 
para penyandang disabilitas untuk bisa 
duduk pada kursi pemerintahan, sebagai 
bentuk tindakan affirmative action atau 
diskriminasi positif. 
e) Menselarasakan segala macam bentuk 
peraturan perundang-undangan mulai dari 
atas sampai bawah untuk dilakukan 
sinkronisasi dan harmonisasi. 
f) Sarana dan Prasarana semua haruslah 
ramah dengan penyandang disabilitas 
(aksesibel), pembuatan guiding block, 
pembuatan rem, parkir kendaraan khusus 
penyandang disabilitas, penggunaan huruf 
braille yang timbul, tulisan pada papan 
berjalan, dll. 
g) Penyandang disabilitas yang duduk pada 
kursi pemerintahan haruslah sesuai dengan 
tingkat kedisabilitasannya serta 
kapasitasnya, kapabilitasnya didalam 
menjalankan roda-roda pemerintahan. 
h) Merubah stigma penyandang cacat atau 
orang sakit menjadi penyandang disabilitas 
atau difabel (different ability) orang dengan 
kebutuhan yang berbeda. 
i) Merubah konsep charity based atau konsep 
belas kasihan menjadi konsep rights based 
atau konsep pemenuhan hak mereka sama 




1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi 
Penyandang Disabilitas Untuk 
Memperoleh Persamaan Hak Didalam 
Pemerintahan Adalah Sebagai Berikut : 
a. Perlindungan Hukum Preventif 
Bentuk perlindungan hukum preventif bagi 
penyandnag disabilitas untuk memperoleh 
persamaan hak didalam pemerintahan 
adalah sebagai berikut : 
a) Rehabilitasi Sosial Berbasis Non-
Institusi  
b) Rehabilitasi Sosial Berbasis Institusi
 
c) Rehabilitasi Berbasis 
Keluarga/Masyarakat (RBM) 
d) Bantuan Sosial Bagi Organisasi Sosial 
Yang Bergerak Di Bidang Disabilitas 
e) Bantuan Tanggap Darurat  
f) Jaminan Sosial Penyandang Disabilitas 
Berat 
b. Perlindungan Hukum Represif 
a) Bidang Advokasi telah dialkukan 
Pembentukan Organisasi Swadaya 
Penyandang Disabilitas. 
b) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Penyandnag 
Disabilitas telah melakukan upaya untuk 
perbaikan kehidupan perempuan 
penyandang disabilitas. 
c) Bidang Pengentasan Kemiskinan dan 
Peningkatan Perlindungan Jaminan 
Sosial dan Kelangsungan Hidup 
Penyandang Disabilitas. 
d) Bidang Kesehatan, telah dilakukan 
upaya pencegahan kecacatan dan 
intervensi dini kecacatan melalui 
program vaksinasi gratis polio, 
pemberian vitamin A, dan upaya 
screening ibu hamil untuk mencegah 
bayi premature dan cacat dengan 
technology Health Technology 
Assesment (HTA). 
e) Bidang Kerjasama Internasional dan 
HAM telah dilakukan upaya 
peningkatan kapasitas organisasi 
swadaya penyandang disabilitas. 
f) Bidang Informasi dan telekomunikasi, 
telah tersedia internet akses bagi 
penyandang disabilitas netra yang 
diprakasai Yayasan Mitra Netra dan 
bagi penyandang disabilitas 
tunarungu/tunawicara web I-Chat yang 





2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk 
Meningkatkan Perlindungan Hukum 
Bagi Penyandang Disabilitas Untuk 
Memperoleh Persamaan Hak Didalam 
Pemerintahan Adalah Sebagai Berikut : 
a) Menjamin serta melaksanakan 
pentingnya pendidikan politik (civic 
education) bagi penyandang disabilitas 
pada lembaga pendidikan formal. 
b) Melakukan perubahan isi pasal dalam 
Undang-Undang No 5 tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara. 
c) Pemerintah segera membentuk 15 
Peraturan Pelaksana sebagai amanat isi 
dari Ketentuan Penutup Pasal 152 
Undang-Undang No 8 Tahun 2016 
Tentang Penyandang Disabilitas. 
d) Memberikan jumlah kuota 10% kepada 
para penyandang disabilitas untuk bisa 
duduk pada kursi pemerintahan, sebagai 
bentuk tindakan affirmative action atau 
diskriminasi positif. 
e) Menselarasakan segala macam bentuk 
peraturan perundang-undangan mulai 
dari atas sampai bawah untuk dilakukan 
sinkronisasi dan harmonisasi. 
f) Sarana dan Prasarana semua haruslah 
ramah dengan penyandang disabilitas 
(aksesibel), pembuatan guiding block, 
pembuatan rem, parkir kendaraan 
khusus penyandang disabilitas, 
penggunaan huruf braille yang timbul, 
tulisan pada papan berjalan, dll. 
g) Penyandang disabilitas yang duduk pada 
kursi pemerintahan haruslah sesuai 
dengan tingkat kedisabilitasannya serta 
kapasitasnya, kapabilitasnya didalam 
menjalankan roda-roda pemerintahan. 
h) Merubah stigma penyandang cacat atau 
orang sakit menjadi penyandang 
disabilitas atau difabel (different ability) 
orang dengan kebutuhan yang berbeda. 
i) Merubah konsep charity based atau 
konsep belas kasihan menjadi konsep 
rights based atau konsep pemenuhan 




Saran dari peneliti yang dapat diberikan terkait 
penelitian thesis ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk Masyarakat 
Semoga melalui tulisan ini banyak mati hati 
manusi yang terketuk dan tergugah, sehingga 
segala macam bentuk diskriminasi di 
Indonesia tidak terjadi lagi. Segala macam 
bentuk penghakiman sendiri juga tidak terjadi 
lagi karena negara Indonesia adalah negara 
hukum. Jadi kepada seluruh warga negara 
Indonesia mulai dari rakyat sampai 
pemerintah mari kita bangun lagi semangat 
perjuangan kemerdekaan dalam pengusiran 
penjajah. Saat ini kita sedang dijajah oleh 
keadaan dan situasi sehingga mari kita 
satukan tekad, satukan frame, satukan visi 
misi dan satukan tujuan untuk kemajuan 
negara Indonesia. Sehingga mari kita rubah 
kosep penyandang cacat menjadi penyandang 
disabilitas, merubah konsep charity based 
kepada rights based, serta memberikan 
aksesibel semampu kita kepada para 
penyandang disabilitas. 
2. Untuk Pemerintah 
Hasil ratifikasi Convention on The Rights of 
Persons with Disabilities (Konvesi Mengenai 
Hak-Hak Penyandang Disabilitas) didalam 
Undang-Undang No 19 Tahun 2011 tentang 
Pengesahan Convention on The Rights of 
Persons with Disabilities (Konvesi Mengenai 
Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang 
berlaku di Indonesia tidak akan mempunyai 
arti lebih apabila tidak disertai dengan 
perubahan Peraturan Perundang-Undangan 
yang sudah berlaku secara khusus yang 
berhubungan dengan para Hak Para 
Penyandang Disabilitas Pada Kursi 
Pemerintahan. Segera membentuk 15 
Peraturan Pelaksana sebagai amanat isi dari 
Ketentuan Penutup Pasal 152 Undang-
Undang No 8 Tahun 2016 Tentang 
Penyandang Disabilitas, bukan membentuk 
dalam 1 Peraturan Pelaksana atau Peraturan 
Pelaksan Sapu Jagad. 
3. Untuk Penyandang Disabilitas 
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan 




kepentingan para Penyandang Disabilitas 
seharusnya cepat dilakukan sinkronisasi dan 
harmonisasi, yang mana sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam 
Convention on The Rights of Persons with 
Disabilities (Konvesi Mengenai Hak-Hak 
Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang 
No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang 
Disabilitas. Penyandang disabilitas yang 
duduk pada kursi pemerintahan haruslah 
sesuai dengan tingkat kedisabilitasannya serta 
kapasitasnya, kapabilitasnya didalam 
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